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2.000 Kendaraan Dinas Milik Pemda TTS Tunggak Pajak, Angka Capai 1 Miliar 

 

 

Illustrasi: https://korankaltara.com/ 

 

Soe-InfoNTT.com,- Kurang lebih 2.000 kendaraan  berplat merah milik Pemerintah 

Daerah (Pemda) Kabupaten TTS hingga saat ini masih menunggak pajak kendaraan 

bermotor (PKB) baik roda dua maupun empat. Tunggakan senilai 1 miliar rupiah itu 

terhitung selama 1 sampai 4 tahun, namun Pemda TTS masih belum bayar meskipun 

Samsat TTS sudah surati Bupati TTS pada tahun 2020 untuk segera melunasi tunggakan 

PKB tersebut. 

Kepala UPTD Samsat Soe, Albert Pairikas didampingi Kasubag Tata Usaha Timothyus 

Lomi, Kamis (24/6/2021) kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, tunggakan 

PKB mobil dinas milik Pemda TTS nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih, karena ada 

yang sudah sampai 4 tahun belum bayar. 

Menurutnya, mobil dinas terbanyak dan tunggakan terbesar itu pada Dinas Kesehatan 

TTS, Dinas Pertanian dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) TTS. 

Oleh karena itu, bukan saja Bupati yang disurati, tetapi setiap OPD yang masih 

menunggak PKB juga disurati tetapi tidak dihiraukan hingga saat ini. 

Lanjut Albert, pendapatan dari PKB itu hasilnya nanti dibagi dua, 70 persen untuk 

Provinsi dan 30 persen dari total pendapatan dikembalikan ke TTS setiap tahun. Tetapi, 

justru mobil dinas Pemda TTS sendiri masih tunggak PKB. 

“Pendapatan dari total PKB itu hasilnya bagi dua. Pemda TTS dapat 30 persen setiap 

tahun, tetapi Pemda TTS sendiri juga tunggak, ada yang 1 tahun ada juga yang 4 tahun,” 

ungkapnya. 



SUBBAGIAN HUKUM-BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 

Selain mobil dinas Pemda TTS, Albert juga mengakui bahwa banyak kendaraan pribadi 

masyarakat TTS juga tunggak dengan nilai mencapai 11 miliar pada tahun 2020. 

Namun, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Samsat TTS dengan menurunkan tim 

untuk pelayanan pajak secara door too door dan juga pelayanan pajak di setiap pasar 

tingkat kecamatan. 

Albert menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar 30 miliar 

lebih. Namun, realisasi hanya mencapai 22 miliar lebih atau 74,56 persen, dari potensi 

pajak PKB 48.000 unit kendaraan di TTS. Sedangkan target yang ditetapkan provinsi 

untuk pendapat dan dari tunggakan kendaraan bermotor melewati masa 4 tahun atau 

lebih dari 1 tahun itu sebesar 4 miliar, namun realisasi hanya 1 miliar dari total potensi 

PAD, di mana  yang terjangkau atau yang bayar pajak sebanyak 17.800 kendaraan 

bermotor. 

Ditambahkan Kepala Tata Usaha Timothyus Lomi, bahwa target tahun 2021 seharusnya 

naik, yang mana dari jumlah potensi 52.000 lebih dari potensi tahun 2020 sebanyak 

48.000 lebih atau ada penambahan sekitar 5000an unit kendaraan, maka target 

pendapatan tahun 2021 sebesar 56 miliar lebih yang terdiri dari PKB 19 miliar lebih, 

tunggakan PKB 11 miliar lebih, BBN-KB 25 miliar, pendapatan denda PKB 306 juta 

rupiah lebih dan pendapatan denda BBN-KB sebesar 497 juta rupiah lebih sehingga 

akumulasi semua menjadi 56 miliar lebih. Namun, saat ini realisasi baru mencapai 10 

miliar lebih atau 18,91 persen. 

“Banyak tunggakan PKB di TTS karena banyak persoalan oleh pemilik kendaraan. Ada 

pemilik yang sudah jual kendaraan kepada orang lain namun namanya masih tercatat di 

Samsat tetapi kendaraan digunakan orang lain sehingga tidak bayar pajak,” jelasnya. 

Menurut Timothyus, ada juga selama kredit, tidak mau bayar pajak dengan alasan 

kendaraan yang digunakan belum sepenuhnya menjadi miliknya, sehingga yang berhak 

bayar pajak dealer, bahkan ada masyarakat yang memang karena kondisi ekonominya 

lemah akibat covid-19 sehingga pendapatdan minim dan lebih mengutamakan biaya 

kredit dibanding pajak. 

Timothyus menambahkan, bahwa pendapatan pembayaran pajak PJB menurun drastis 

setelah adanya covid-19. Sebab, rata-rata pemilik kendaraan masyarakat di desa itu 

mayoritas petani yang berharap pada hasil pertanian, tetapi dengan adanya covid-19 

PAD dari PKB menurun. 

Namun, berbagai upaya tetap dilakukan Samsat Soe dengan cara mendata kendaraan 

yang rusak akibat kecelakaan yang berada di Polres TTS maupun yang rusak berat. 
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Selain itu, ada pembentukan tim untuk pelayanan pajak secara door too door maupun 

pelayanan pajak di setiap pasar. 

Tim pelayanan pajak beroperasi secara door too door di beberapa titik, yakni 

Kecamatan Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Tengah, Mollo Selatan, 

Mollo Utara, Batuputih, Kualin dan Kolbano. Selain itu ada juga pelayanan pasar di 

lima titik Kecamatan yakni Kecamatan Batuputih, Amanuban Tengah, Mollo Utara, 

Panite dan Kolbano yang berlaku setiap Haris sampai Jumat. 

“Dari strategi ini hasilnya cukup memuaskan,” ujar Timothyus. 

Sementara data kendaraan yang rusak akibat kecelakaan dan kendaraan yang berada di 

Polres TTS terdiri dari kendaraan roda duasebanyak 56 unit, 4 unit kendaraan roda 

empat sebanyak 2 unit dari Kabupaten Kupang. 33 unit kendaraan tidak muncul di 

server dan 5 unit kendaraan berada di luar NTT. 

 

Sumber: 

1. https://infontt.com. Jumat, 25 Juni 2021:  2000 Kendataan Dinas Milik Pemda 

TTS Tunggak Pajak Angjka Capai 1 Miliar. 

2. https://kupang.tribunnews.com. Kamis, 1 Juli 2021: Pemda TTS Tunggak Pajak 

Pembayaran Kendaraan Nilainya Hampir Mencapai 1 Miliar. 

 

Catatan: 

Pendapatan Daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 

menjelaskan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 

2. Pendapatan transfer meliputi: 

a. Transfer pemerintah pusat: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana 

keistimewaan dan dana desa. 

b. Transfer antar daerah: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. 

https://infontt.com/
https://kupang.tribunnews.com/
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah: merupakan seluruh pendapatan Daerah 

selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana 

darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pajak Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan 

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Berdasarkan 

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

Jenis Pajak dibagi menjadi: 

1. Jenis Pajak Provinsi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak kabupaten/kota: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 


